ABSTRAK

Driver ojek online sebagai bagian dari pekerja sektor ekonomi digital
memiliki risiko kerja yang sangat tinggi, terutama kecelakaan lalu lintas. Belum
adanya perlindungan jaminan sosial secara optimal merupakan akibat dari
konstruksi hubungan hukum driver ojek online yang masih ditempatkan sebagai
kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengaturan
perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang bekerja sebagai driver ojek online
dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi
ketidakjelasan status hukum antara hubungan kerja dan hubungan kemitraan.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan strategi perlindungan jaminan
sosial bagi driver ojek online yang mengalami kecelakaan kerja pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023, serta menganalisis peluang dan
tantangan dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi driver ojek online
yang mengalami kecelakaan kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan,
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang BPIJS,
peraturan pelaksana terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023. Bahan hukum sekunder
diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli
hukum, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia
hukum, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum
dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
metode deduktif-interpretatif untuk menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku
dengan kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi driver ojek online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prospek perlindungan jaminan sosial
bagi driver ojek online dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya
terbuka karena memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, namun
belum optimal akibat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai status hukum
dan tanggung jawab perusahaan platform. Strategi perlindungan jaminan sosial
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 perlu diarahkan
pada pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif terhadap
pekerja platform digital, penguatan perjanjian kemitraan, serta peningkatan
pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan sosial. Peluang
perlindungan tersebut cukup besar seiring berkembangnya ekonomi digital dan
cakupan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa
ketidakjelasan status hukum driver, lemahnya budaya hukum, belum optimalnya
penegakan hukum, serta belum adanya regulasi khusus yang adaptif terhadap gig
economy.
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